
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDAMPING .]AMINAN

KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

b.

c.

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR I19 TAHUN 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia

untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali

biaya dan terkendali mutu;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat maka bagi penduduk

yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi

Rawas berha.k mendapatkan pelayalan kesehatan

melalui program Pendamping Jaminan Kesehatan

Penduduk Miskin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman

Penyelenggaraan Program Pendamping Jaminarr

Kesehatan Penduduk Miskin.

Menimbang: a.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (t€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun i959 Nomor 73, Tambahan lEmbarar Negara

Republik lndonesia Nomor 1821);
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2.

4.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tamba-han Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan t embaran Negam Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 (Icmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016

tentang Fasittas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Oi6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas ll*r/nbaran Daeiah l(abupaten

Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 10).

5.

6.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDAMPING

JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Ra$,as.
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Program Pendamping Jaminan Kesehatan Penduduk

Miskin yang selanjutnya disingkat PPJKPM adalah

program bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas sebagai pendamping jaminan kesehatan

penduduk miskin daLam upaya meningkatlan derajat

kesehatan masyaralat dengan cara pelayanan

berobat gratis.

6. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan pada semua

bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat

prelayanan rujukan sampai dengal subspesialistik

sesuai dengan kemampuan klasilikasi yang

ditetapkan.

7. Ruma} Sakit Kelas

Tingkat II, yaitu

Palembang.

8. Rumah Sakit Kelas C ada.lah Rumah Sakit Rujukan

Tingkat I, yaitu Ruma-h Sakit Umum Daerah yang

selanjutnya dapat disebut RSUD yang berada di
kabupaten dalam hal ini RSUD dr. Sobirin.

9. Rumah Sakit Kelas D adalah Rumah Sakit Rujukan

Tingkat I, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang

selanjutnya dapat disebut RSUD yang berada di
kabupaten dalam hal ini RSUD Muara Beliti.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat Puskesmas adalah Puskesmas

nonperawatan, Puskesmas perawatan dan

Puskesmas Pemba-ntu yang berada di setiap

kecamatan/kelurahan/desa yang memberikan

pelayanan tingkat pertama/ kesehatan dasar.
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11.

t2.

14.

Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber

masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka

mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

desa.

Raq/at Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan

poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan

jejaringnya, Puskesmas pembantu, Puskesmas

ketiling.

Rawat Jalan Tingkat l,anjut adalah pelayanan

spesialistik yang dilaksanakan di Puskesmas, Rumah

Sakit Pemerintah.

Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan rawat

inap di Puskesmas yang meliputi akomodasi rau/at

inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan

penJruluhan kesehatan, laboratorium sederhana

(darah, urine, feses) dan radiologi.

Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan rawat

inap di Rumah Sakit Pemerintah, pada fasilitas di

kelas III yartg beke{a sama dengan program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin.

Gawat Darurat adalah suatu keadaan gangguan

kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan

apabila terlambat keadaan menjadi memburuk,

menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang

dilayani di unit gawat darurat.

Rujukan adalah suatu keadaan yang ha.rus

dilakukan untuk mendapatkan referensi / tindakan

segera ke jenjang pelayanan yg lebih tinggi.

Penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah setiap

orang yang terdafta.r dan memiliki Kartu Tanda

Penduduk Kabupaten Musi Rawas serta berdomisili

di Kabupaten Musi Rawas,
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18.
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19. Karhr Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat

KTP adalah identitas resmi seorang penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi

Pemerintah.

20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang

susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

21, Surat Keterangan Domisili adalah surat yang dibuat
dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang seperti ketua Rukun Tetangga,

Ketua Rukun Warga, kepala dusun, kepala desa yang

menerangkan setatus tempat tinggal seseorang

dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.

22. Surat Keterargan Belum Memperoleh Jaminan

Kesehatan yang selanjutnya disebut Surat

Keterangan adalah surat keterangan yang

dikeluarkan oleh kepala desa dan/atau kelurahan

bahwa yang bersangkutan belum mendapat jaminan

kesehatan baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah

ataupun swasta.

23. Surat Rekomendasi terdaftar/belum terdaftar dalam

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas

Sosial adalah surat rekomndasi yang dikeluarkan

oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas,

24. Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah

dibidang data kepesertaan Penduduk Miskin yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada bupati melalui Sekretaris Daerah di
Kabupaten Musi Rawas.

25. Dinas Kesehatan adalah unsur peLal(sana otonomi

daerah dibidarg kesehatan yang berkedudukan

dibawah darr bertarggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Musi Rawas.

PAIAP (OORDIXASI
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26. Poli Fersalinan Desa yang selanjutnya disingkat

Polindcs qdalFh salah satu partisipasi atau peran

serta masyarakat dalam menyediakan tempat
pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu
dan anak, termasuk lGluarga Bcrencana yang

berada di desa.

BAB II
PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEI{ATAN

Bagiar lGsatu

krsyaratan Pelayanart Neschatan

Pasal 2

(11 Memiliki identitas diri, berupa IOP/KK/Surat
Keterangan Domisili Bambil mcnunggu kartu
identitas yang resmi dan Surat Keterangaa.

(2) fidak memakaakan kehendak untuk meminta surat
rujukan ke Rumah Sakil

Bagian Kedua

Tempat Pctrayanan Kes€hatan

Pasal 3

(t) Rrskcsmas bcscrta jcjaringnya di scmua llecamatan

dalam l(abupaten.

(2) tumah Sekit Pemerintsh yung telah menjalin

kerjasama dengan Femerintah Kabupaten atau
Pemerintah lGbupaten/Kota dalern Provinsi

Su:ratera Sel,atan.

(3) Jcjaring pelayanan PPJKPM dapat dipcrluas ke

Provinsi lain yang sudah bekerja sa'nr dengan

Kabupaten secara timbal balik.

PARAS IOORDITITS

uE oEUKn I fl',' 6



BAB III

PROSEDI'R DAN FASIUTAS PEIAYANAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pelayanan

Pasd 4

Proaedur pelayanan keschataD melalui PPJKPM di

Puekesmas adalah membawa identitas diri, berupa

KTP/XKI Suat Kctcrangan Domisili darr Surat

Keterangan,

Pasal 5

(1) Mcmbawa identitas diri berupa KTP/KK/Surat

IGterangan Domisili dan Surat Keterangan.

(2) Membawa surat rujukaa rnanual ataupun rujukan
online dari Puskesmas.

(3) Apebila dala'n keadaan Gawat Darurat dapat

langeung ke Rumah Sakit lGlas D, ke Rumah Sakit
IGlas C.

(a) Di luar jam kerja, pasicn hanya diberikan

untuk satu hari, dan Belanjutnya harus

berobat ulang ke hrskesmas.

Bagian Kedua

F asilitas PelaSranan

Pasal 6

Fasilitas pel,ayanan yang dibcrikan rlab'n prosam

PPJKPM meliputi :

Rawat Jalan Tingkat Pertama;

Rawat Inap Tingkat Pertama;

Ratpat Jalan Tingkat Lanjuq dan

Rawat Inap Tingkat L^anjut di Rumah Sakit jejaring

dengan fasilitas kelas III.

PARAT TOONDIIIAST
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c.

d.
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BAB TV

HALHAL YANG TIDAK DIJAMIN DAN YANG

MEMBATAIJ(AN PEI,AYANAN

Bagian Kesatu

Pelayanan diluar Tanggurgan Program

Pasal 7

Pelayanan yang tidal ditsnggung PPJKPM, meliputi :

a. pelayanan yang tidak sesuai aturan;

b. bahan, alat dan tindakan yang bertqiuan untuk
kosmetika;

c, qeneru| chcck up tcrmasuk pemeriksa haji, surat

keterangan sehat;

d. pembuat gigi tiruan;

e. pengobatan altemative (akupuntur, pengobatan

tradisional dan pengobatan lain yang belum terbuldi

ilmiah);

f. rangkaian pengobatan dan tindskan
dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk

bayi taburg dan pengobatan impotensi;

g. pelayanan kesehatan pada masa tangap darurat
bencana alam; dan

h. pelayaran kesehatan pada kegiatan bakti sosial.

Bagian Kedua

Hal-hal yang Membatalkan Pelayaaan

Pasal 8

Pelayenan PPJKPM dapat dibatalkan apa.bila :

a. pcscrta tidak membawa kartu identitas berupa

KfP/KK/Surat Keterangan Domisili dan Surat

lGterangan;

b. peserta datang ke Rumah Sakit tanlla membauE

rujukan da!'i Puskesmas;

c. pelrert8. memaksaken kehendaknya untuk meminta

rujukan dari Puskes"na. tanpa identitas Eedis;

PARAF f,OORDI}IA8I
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e,

peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit tetapi

meminta pulang paksa;

peserta yaflg dirawat inap di Rumah Sakit yang

meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke

kelas yang lebih tinggi; dan

peserta yang sudah mcmiliki jaminan keschatan

lainnya (Penerima Biaya Iuran pemerintah pusat,

Fenerirna Biaya luran pemerintah daerah, Badan

Penyelenggaran Jaminan S*ial Mandiri den

nonpenerima Biaya luran, dan Asuransi keschatan

swasta).

BAB V

PE}ryELENCIGARAAN PEIAYANAN KESE}IATAN DASAR

Bagian Kesatu

Pada BPSi/ksk€des/Polindes

Pasaf 9

Syarat Foskcsdes/Folindcs untuk mcnjadi jcjaring

Puskesmas pada sistem PPJKPM adalah :

a. berada di wilayah kerja Puskesmas jejaring di lokasi

Poskesdes/Polindes;

b. Eempun3.ai surat izin bidan;

c. mempunyai su"at izin praktik bidan;

d. mempunyai surat izin sarana;

e. t€lah menjadi bidan delima; dan

f. berkompeten dalam melakukan asuha-n persalinan

norma.l yang dibulrtikan dengan adanya sertifikat

asuhan persalinan norrnal.

Pasal l0

(11 Poskeedcs/Polindes tidak diperbol,ehkan :

a. mengarahkan/memaksa penderita/keluarga

pcnderita untuk mcngajulcan mjukan tc Rumah

Sakit;

un F xoonDnu8[
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b. melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu

EeLakukan pemeriksaan sesuai standar
pel,ayanan bidan;

c. merqiuk penderita yang masih dapat ditangani;

d. merujuk ke Rumah Satit lGl,as B;

e. menarik iuran/biaya yang sudah diatur d"lcm
sistem PPJKPM kepada peserta PPJKPM dengan

alasan apapun;

f. melakukan pelayanan di luar kompetensinJ.a;

dan

g. mengajukan klaim dana PPJKPM untuk
penderita yang telah dijamin sistem asuransi
yang lain.

(2) Bagi Poskesdes/Folindes yang mengajukan klaim
dana PPJKPM sebagatnana dimaksud pada huruf g

dikenakan sanksi pengembalian dana klaim.

Pasal I I
Poskesdes/Folindes berwenang :

a. mengajukan klaim atas pelayanan yang telah

diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, melalui Puskesmas yang bertanggung
jawab di wilayah kerja Poskesd$/Polindes berada;

dan

b. menentukan pembagian dana klaim sesuai dengan

prcscdur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Delarn memberikan Foskesdes/Polindes

wajib :

a. menyiaplGn obat/alat yang diperlul€n sesuai dalam

kompetenBinya:

b- melayaai antenatal care, aeuhan persalinan normal

dan post natal car€ (termasuk kunjungan neonatus);

PTnAI TOOTDIMSI
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d.

e.

melakukan rujukan yang disertai dengan surat

rujukan, baik ke Rawat Jafan Tingkat L€njut di
Puskesmaa yang menyediakan poliklinik spesialis

maupun rujukan ke Rumah Sakit Kelas D atau

Rumah Sakit Kelas C serta mengiantar pasien yang

akan dirujuk jika diperlukan (surat rqiukan
dilampirkan pada saat klaim);

membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkef,

tertib, transpsran dan bertanggungjawab; dan

berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayalnya dan

Tim Pengelola PPJKPM di Dinas Ics€hatan jika

terjadi masalah/ kendala di lapangan.

Bagian lcdua
Pada Puskesmas Nonperawatan dan Jenjangnya

Pasal 13

(1) Puekesmas nonperawatan tidak diperbolehkan :

a. meDbr.rat rujukan ke Rumah Sakit walaupun

diarahkan/dipaksa oleh pcndcrita/kcluarga

penderita;

b. melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu

melakukan pemeriksaan sesuai standar

pel,ayanan di Puskesmas;

c. merujuk penderita yang masih dapat ditsngani di
Puskesmas dengan slosen apapun;

d. merujuk ke Rumah Sakit Kelas B serta untuk
kasus-kasus khusus (penyakit mata, paru, kusta

dan jiwa) langsung ke Rumah Sakit Khusus;

e. menarik ftran/biaya yang sudatr diatur delq'r'

sistem PPJKPM kepada peserta dengan alasan

apa.pun; dan

f. mengajukan klaim dana PPJKPM untuk
pcnderita yang telah diamin sist€m asuransi

yang lain.

PAXIS roonDm$l
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(2f Bagi Puskesmas non perawatan yang mengaju&an

klaim dana PFJKPM sebagaimana ,lirnnksud pada

huruf f dikenakan sanksi Fhgembalian dana klaim.

Pasal 14

Puskesmas nonperawatan bcrwenang :

a. mengajukan klaim atas pelayanan yang telah

diberikan sesuai dengan proscdur dan ketentuan

yang berlaku;

b. menentukan pembagian dsna kloi"' sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan

c. membuat jejaring dengan faeilitas pelayanan

kesehatan dasar seperti Bidan F8l(esdes scsuai

dengan ketentuan dan pcraturan yang berlaku.

Pasal 15

Puskesmas nonperawatan dalsrn memberikan

pelayanan wqiib :

a. menyiapkan obat/al,at yang diperlukan, jika
obat/alat habis atau kurang segera mengajulGn

usulan permintaan obat ke Dinas Kesehatan

Kabupaten;

b. memberikan obat pada pasien untuk 3 (rge) hari
kecuali unhrk penyakit kronis tertentu scsuai

dengan kebutuhan medis;

c. melayani semua kasus yang dapat ditangani di
tingkat pelayanan dasar sesuai dcngan standar

pelayanan Puskesmas;

d. melakukan kerja sama dengan Pusk*mas terdekat
jita tenaga kesehat n di tempatnl.a tidak siap

melayani kasus Srang dapat ditangani di tingkat
pelayanan kesehatan dasar;

PARrrf KOOi IASI
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e- melakukan rujukan yang disertai dengan rujukan

dan rekam medik, baik ke fasilitas Rawat Jalan

Tingkat lanjut di Puskesmas yang menyediakan

poliklinik spesialis maupun rujukan ke fasilitas

Rumah Sakit Kelas D maupun Rumah Sakit Kelas C

serta mengantar pasien yang akan dirujuk jika
diperlukan (Burat rujukan ,{ile"npid.en pada saat

pengajuan klairn);

membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap,

tertib, transparan dan bertanggungjawab; dan

bcrkooldinasi dengan tim pengeloLa PPJKPM Musi

Rawaa di Dinas Kesehatan jika terjadi
masalah/ kendala di lapangan.

Pasal 16

Felayanan yang diberikan pada Puskesmas

nonperawatan dan jejaringnya terdiri dari:

a. pelayanan didalam dan diluar gedung :

l. korcultasi medis, pemeriksaan fisik dan

p€nlnrluhan kesehatan;

2. laboratorium sederhana (darah, urine dan feses

rutin) dan radiologi;

3. tindakan medis kecil (kecuqli sirkumsisi);

4. pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk

cabut dan tambah;

5. pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu
menyusui; a

6. pemeriksaan kes€hatan bayi dan bdita;
7. pelayanan keluarga berencana dan penanganan

efek samping; dan

8. pemberian obat sesuai standar.

b. persalinan nofinal di Puskesmas nonperawatan,

Polindes/ruoah pasien/prakek bidan Bwasta yang

tclah bckcrja sama dcngan Rrskcsmas;

peLayanan Gawat Daruat;

PAXAN KOOPDINASI
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d. rawat Jalan Tingkat l^anjut bagi Puskesmas l.ang
mempunyai poliklinik qresialis, meliputi :

l. konsultasi media, pemeriksaan fisik dan

penyuluhan oleh dokrcr spesialis/ umum;

2. rehabilitasi medis;

3. penunjang diagnostik;

4. tindakan medis kecil dan sedang;

5. pemerilsaan dan pengobatan gigi tingkat

lanjutan;

6. pelayanan keluarga berencana;

7. pemberian obat sesuai standar; dan

8. pel,ayanan penyediaan darah.

Bagian Ketga

Pada Puskesmas Ferawatan dan Jejaringnya

Pasal 17

(U Puekesmas perawatan tidak diperbolehkan :

a. mcngarahkan/memaksa pasien/keluarga pasien

untuk Eeminta surat rujukan ke Rumah Saki!
b. memberikan rujul(an tanpa terlebih dahulu

melakukan pemeriksaan sesuai standar

pel,ayanan di Puskmlnas;

c. merujuk penderita Jrang masih dapat ditangani di
Puskesmas dengan alasan apapun;

d. merujuk ke Rumah Sakit Kelas B s€rta untuk
kasus khusus (penyakit mata, psru-paru, kusta

dan jiwa) langsung ke Rumah Sakit Khusus;

e. menarik iuran/biaya yang Budah diatur da.lam

sistem PPJKPM Musi Rawas kepada peserta

dengan al,asan apaprm; dan

f. mengajukan klaim dana Jamsoskes Musi Rarras

untuk pcnderita yang telah dijamin sistem

asuransi yang lain.

(2) Bagi Puskesrnes perawatan yang mengajukan ktaim

dana PPJKPM sebagaimana di"naksud pada huruf f
dikenakan sanksi pengembalian dana klaim.
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Pasal 18

Puskesmas perawatan berwenang :

a. mengajukan klaim atas pelayana! yang telah

diberikan sesuai dengall prosedur dan ketentuan

yang berlaku;

b. menentukan pembagian dana klaim sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berLa-ku; dan

c. membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan

kesehatan dasar seperti dan bidan Poskesdes sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Puskesmas perawatan dalam memberikan p€layanan

wajib :

a. menyiapkan obat/alat yang diperlukan, jika
obat/alat habis atau kurang segera mengajukan

usulan permintaan obat ke Dinas Kesehatan;

b. memberikan obat pada pasien rawat jalan untuk 3

(tiga) hari kecuali untuk penyakit kronis tertentu

sesuai dengan kebutuhal medis;

c. melayani semua kasus yang dapat ditangani di

tingkat pelayanan dasar sesuai standai pelayanan

Puskesmas;

d. melakukan kerja sama dengan Puskesmas terdekat
jika tenaga kesehatan ditempatnya tidak siap

melayani kasus yang dapat ditangani di tingkat
peLayanal kesehatan dasar;

e. melakukan rujukan yang disertai dengan surat

rujukan dan rekam medik, baik ke fasilitas Rawat

Jalar Tingkat t anjut di Puskesmas yang

menyediakan proliklinik s;resialis maupun rujukan ke

Rumah Sakit Kelas D maupun Rumah Sakit Kelas C

serta mengantar pasien yang akan dinduk jika
diperlukan. (Surat rujukan dilampirkan pada saat

klaim );

PAR.4I KOORDINAS]
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membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap,

tertib, transparan dan bertanggungjawab; dan

berkoordinasi dengan tim pengelola PPJXPM di

Dinas Kesehatan jika terjadi masalah/kendala di

lapangan.

Pasal 20

Felayanan yang diberikan Puskesmas perawatan adalah

meliputi :

a. pelayanan didalem dan dilual gcdung :

1. konsultasi medis, pemeriksaan lisik dan

penyuluhan keschatan;

2. laboratorium sederhana (darah, urinc dan feses

rutin) dan radiologi;

3. tindakan medis kecil kecuali sirkumsisi;

4. pemeriksaan dan p€ngobatan gigi (termasuk

cabut dan tambah);

5. pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu
menyusui;

6. pcmeriksaan kesehatan bayi dan balita;

7, pelayanan brencana dan penanganan

efek samping; dan

8. pemberian obat sesuai st ndar.

b- rawat inap tingkat pertama (Puskesmas peraEatanl:

1. akomodasi rawat inap;

2. koneultasi mcdis, pcmeriloaan lieik dan

penyuluhan kesehatan;

3. laboratorium scderhana (darah, urine dan feaes

rutin) dan radiologi;

4. tindakan medis kecil kecuali sirkumsisi;

5. pemb€rian obat sesuai standar;

6- persalinan normal dan dengan pcnyulit

(Pusk6mas PONED); dan

7. rujukan.

PARAT TOOEDII{NI
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d.

e.

persalinan normal di Folindes/rumah

pasien/praldik bidan swasta/bidan Foskesdes yang

telah bekerjasama dengan hrskesmas;

pelayanan gawat danrrati dan

rawatjalan tingkat lebih lanjut baai Pusk6na$ yang

mempunyai poliklinik spesialis, meliputi :

1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan

penyuluhan oleh dokter spesialis;

2. rehabilitasi medis;

3. penunjang diagnostik;

4. tindakan medis kecil dan sedang;

5. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjuq

6. pelayanan bercncana, termasuk

kortrasepsi mantap;

7. pemberian obat sesuai standar; dan

8. pelayanan pcnycdiaan darah.

BABVI

PEI,AYANAN KESEHATAN RUJI'I(AN

Bagian Kesatu

Pelayanan Rujukan Tingkat I

(Rumah Sakit lGlas D dan Rumah Sakit IGlas C

di Kabupaten)

Pasal 21

(1) Rumah Sakit Kelas D dan Rumah Sakit lGlias C

tidak diperbolehkan :

a, menerima pasien tanpa surat rujukan dari

Puskesmas kecuali keadaan Gawat Daffat;
b. dipeksa untuk menerima pasien tanpa surat

rujukan dari Puskesmas;

c. metraikan kelas perawatart dari kelae Itr ke kelas

perawataa di atasnya;

d. memperbolehkan pa.sien pulang paksa sebelum

perawatan selesai;

t7



e. meaujuk pasien yang bisa ditanganinya seauai

standar pelayanan kes€hatan Rumah Sakit lGlas

D ms,upun Rumah Sakit KeLas c ke Rumah

Sakit Kelas B;

f. menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalsm

shten PPJKPM Musi Rawas dengan al,asan

apapun;

g. mengajukan klsim bagi pelayanan yang tidak

sesuai dengan prosedur dan ketentuan; dan

h. mengajukan klaim ke Program PPJKPM untuk
pasien yang tefah dilayani oleh sistem asuransi

yang lain.

(2) Bagi Rumah Sakit Kelias D maupun Rumah Sakit

Kel,as C yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf g
dikenakan sanksi berupa pembayaran klai"n tidak

diberikan.

(3) BaSi Rumah Slakit Kelas D maupun Rumsh Sakit

Kelas C yang rnelanggar ketentuan sebagaimana

dimakud pada huruf h dikenakan sanksi berupa

pengembalian klaim.

Pasal 22

Rumah Sakit Daerah lGbupaten Musi Rawag

bcrwenang :

a. mengajukan ktaim atas yang telah

diberikan sesuai dengan hari rawat pa.sien dan

konsep/paket INA-DRG (klaim tidak dibayar jika

diluar paket INA-DRG) ke tim pengelola PP,(PM

Dinas Keschatan; dan

b. menentukan pemanfaatan dana klaim sesuai dengan

prosedur dan ketentual yang berlaku.

PARAS EOORDNASI
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Pasal 23

Rumatt Sakit Daerah Kabupa.ten Musi Rawas dalam

memberikan pelayanan wajib :

a. memenuhi kebuhrlnn obet dan bahan habis pakai

yang mengacu Pada obat pelayanan kesehatan

program ini;

b. melayani pasien yaflg dirujuk oleh Puskesmas yang

termasuk dalam kasus penyakit scsuai standar

Rumah Sakit Kclas D maupun RuBah Sakit lGlas C;

c. melayani pasien yang tidak Gawat Darurat di luar
jam kerja dengan hanya memberikan obat yang

cukup untuk hari ini, dan selanjutnya keesolran

harinya pasien di ajukan berobat ke Rrskesmas;

d. mengembalikan kasus penyakit yang masuk .lalarIt

standar pelayanan tingkat dasar ke Puskesmas yang

merujuk;

e. membuat umpan balik kasus yang sudah bisa

dilayani di fasilitas yang merujuk jika kasus tcBcbut

sudah bisa dilayani difasilitas kesehatan

dasar;

f. memjuk pasien ke Rumah sakit lGlas B untuk
kasus yang tidak bisa dilayani s*uai standar

pelayanan Rumah Sakit Kelas D maupun Rumah

Sakit Kel,as C;

g. rujukan sebaaaimarta tcrsebut pada huruf diatas

harrs dilengkapi :

l. kartu identitas;

2. surat keterangan penduduk miskin/tidak

manpu dari Dinas Sosial;

3. surat rekomendasi rujukan yang ditandatangani

oleh direktur Rumah Sakit, jika direktur tidak

ditempat ditsndatangani oleh t(epa.la Bidang,

Seksi pelayanan medik atas nama direktur

ditujuksn ke tim pengelola PPJXPM di Dinas

Kesehatan; dan

PARAF TOORDI ASI
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PARAF KOORDINASI

4. aurat pengantar dari Dinas Kesehatan ditujukan
ke Rumah Sakit Kelas B dengan tembusan

disampaikan kepada tim pengelola PPJKPM.

Pasel 24

Pel,ayanan pada Rumah Sakit Daerah Ikbupat€n addah

terdiri dari :

a. rawat jalan tingkat lanjut;

b. akomodasi rawat inap pada kelas III;

c. konsultasi mdis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan

kesehatan;

d. penunjang diagnosik, laboratorium klinik, radiologi

dan elelrtnomedik;

e. tindakan medis sesuai dengan indikasi;

f. operasi sedang dan besar scsuai dengan

kompetensinya;

pelayanan rehabilitasi medis;

perawatan insetrtif [CU);
pelayanan penyediaan darah;

bahan dan alat kes€hatan habis pakai, bahan dan

alat kesahatan seelisien mungkin;

persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit

Felayanan Obstetri Neonatal Emegensi Kompr€hensif

PONEN;
l. rujukan dengan indikasi medis dan rekomendasi

komite medik; dan

m. pelayanan gawat darurat.

Baaian Kcdua

Felayanan Rujukan Tingkat II
(Rumah Sakit Kelas B)

Pasd 25

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam merrdapatlan

pelayanan pada Rumah Sakit Kel,as B adalah :

a. KTP/KK/Surat Domisili dan Surat

Keterangan; dan

s.

h.

i.

j.
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b. Surat rujukan dari Rumah Sakit Kelas C dan surat

pengantar dari Kepala Dinas Keschatan kecuali

keadaan gawat darurat.

Pasal 26

(U Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Khusus

tidak boleh :

a. menerima pasien talpa surat rujukan dari

Rumah Sakit Kelas C kecudi dalam keadaan

Gawat Darurat;

b. memaksakan diri untuk menerima pasien tanpa

surat rujukan dari Rumah Sakit Kelas C;

c. menaikan kelas perawatsn dari kelas Itr ke

perawatan ke atasnya;

d. memperbolehkan pasien puleng paksa sebelum

perawatan selesai;

e. merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai

standsr pelayanan Runah Sakit Kelas B ke

Rumah Sakit Kelas A;

f. menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam

sistem PPJKru k€pada peserta dengan alasan

aPaPun;

g. mengajukan ktaim bagi yang tidak

sesuai dengan proscdur dan ketentuan; dan

h, mengajukan klaim ke program PPJKPM untuk
pasien yang telah diliayani oleh sistem asuransi

yang lain.

(2) Bagi Rumah Sskit Kelss B yang, mclanggar,

ket€ntuan sebagaimana pada hun:f c, huruf d dan

huruf g dikenakan sanksi berupa pembayaran klaim

tidak diberikan.

(E Bagi Runah Sskit Kelas B yang melanggar

ketentuan scbaaaimana dimrksud pada huruf f
dikenakan sanksi berupa pengembalian klaim.

PARAT EOORDIIIASI
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PasFl27

Rumsh Sakit Kelas B berwenang :

a. mengajukan klaim atas pelayanan yang telah

diberifen scsuai dengart hari rawat pasien dan

konscp/paket Indonesia Aagnostb Reldd tutp
(INA-DRGI kloiq tid6! dibayar jika diluar paket

hilfiesia Diltgnastic Relatd C oup [NA-DRG) lre tim
pengelola PPJKPM; dan

b. menenhrkan pernanfaatan dana Llairn sesuai deogan

pros€dur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Rumah Sakit Ketas B dalam memberikan pelayanan

wajib :

a. memenuhi kebutulEn obat dan bahan habis pakai

yang mengacu pada obat pelayanan kesehatan

program ini;

b. melayani pasien yang dirujuk oleh h.rskesmas yang

termasuk dalam kasus s€suai standar

Rumah Sakit Kelas C;

c. mengembalikan kasus penyakit yang masuk dalern

standar pelayansn tingkat dasar ke Puskesmas atau

yang masuk dal,am standar pel,ayan8n Rumah Sakit

Kelas C yang merujuk;

d. membust umpan belik kasus yang sudah dapat

dilayani ke pclayanan tingkat dasar (Puskesmas)

atau ke Rumah Sakit Kelas C yang merujuk jika

kasus ters€but sudah biea dilayani di fasilitas

pelayanan teraebut;

e. membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap,

tcrtib, transparan dan bertanggungjawab; dan

f. bcrkoordinasi dengan tim pengelola PPJKPM Musi

Rasas Tingkat kabupaten jika terjadi

'na selah/ kendala di lapangan.

PARAT TOORDINASI
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e.

f.

g.

h.

i.
j.

Pasal 29

Pelayanan yang diberikan pada Rumah S€kit IGlas B
edalah gplipsfi ;

a. rawetjalan tingkat lanjuq

b. akomodasi rawat inap pada kehs m;

c. konsultasi medis, pemeriksasn fisik dan penyuluhan

kesehatan;

d. penunjang diagnostik ; laboratorium klinik, radiologi

dan elehromagnetik;

tinda&an medis;

operasi sedang besar dan canggih;

pelayanan rehabilitasi medis;

pcrawatan tlsezfif erc Unit (lCVl;

pelayanan penyediaan darah;

bahan dan alat kesehatan habis pakai, bahan dan

alat kesehatan s€efsien mungkin;

k. persalinan dengan resiko tinggi den Fnyulit
(PoNE4;

t. rujukan dengan indikasi medis dan rekomendasi

komitr medik; dan

m. pelayanan gawat danrrat.

BAB VII

PENYELENGGARAAN UNTAS WII,AYAH

Bagian l(esatu

Syarat Pelaryanan dan yang Membatalkan Pelayanan

Pasal 30

Syarat untuk mendapattan kesehatan gra.tis

melalui PPJKPM jika pasien berada diluar kecarnatan

t€mpat tinggal yang masih bcrada di wilayah Kabupattrt

adajah :

a. menunjukan KTP/KK/Surat Keterangan Domisili

dan Surat Keterangan serta memberikan foto

copinya kepada fasilitas pelayanan; dan

PAXAF KOORDI!{AsI
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b. meaggunakan fasilitas trrl,ayanan keschatan dasar

(Puske""'cs atau jejaringnya) sebagai tempat

pelaysnan pertama yang menangani kcluhan

penderita, kecuali dala.m keadaan Gawat Darurat.

Pasal 31

Felayanan PPJKPM sebagafumna dimaksud dala"n Pasal

30 dapat dibatalkan apabil,a :

a. tidaft membawa identitas diri, berupa KTP/KK Surat

Keterangan Domisili dan Surat Keterangan;

b. tclah memperoleh jaminan kesehatan lainnya sepcrti

Penerima Bantusn Iuran Pusat, Penerima Bantuan

Iuran Daerah dan/atau peserta Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial keschatan mandiri;

dan

c. langoung mengunakan Rumah Sakit Kelas D
Esupun Rumah Sakit felas C, atau Rumah Sakit

Kcla8 B taapa tedebih dahulu melalui fasilitas

pelayanan kesehatan dasar hrskesmas stau
jejaringnya.

Bagian Kedua

KewenangBn dan kosedur
Pasal 32

Fenyclenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas

ke8chatan dasar dan jejaringnya Srang memberikan

Flayanan kesehatan lintas kecamatan berrenang :

a. mengajukan klainr atas pel,ayanan yang telsh

dibcrikan s€suai dengan prosedur yang ada, ke tim
pengelol,a PFJKPM dimana fasilitas pelayanan

kesehatarr berada-

P R r rooRlrlcAsl
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Bagian Ketiga

Kewajiban Petugas

Pasal 33

Petugas peoberi pelayanan keschatan dalaE

memberikan pelayanan lintas kecamatan waiib :

a. melayani setiap pasien yang datang walaupun

pasien tcrscbut tidak tinggal di wilayahnya dengan

catatan idcntitas pasien masih berada di wilayah

kabupaten;

b. bagi Rumah Sakit Kelas B, tidak boleh langsmg

menerirna pasiefl dari luar wilayah tanpa mclalui

prosedur yang t€la-h ditetapkan kecuali kasus Ga$at

Daruraq

c. membr,rat trrncatatan dan pelaporan yang lengkap,

tertib, tran8paran dan bertanggung jawab (akan

diaudit oleh tim pemeriksa); ,12-

d. bcrkoordinasi dengan tim pengelola PPJXPM jika

terjadi masalah/ kendala di lapangan.

BABVIU

PENDANAAN, PENGEIOI,AAN KEUANGAN DAN TATA

CARA PENGAJUAN KIAIM

Bagian Kesatr

Pendanaan

Pasal 34

(1) Pendenaan untuk peabiayaan PPJKPM dari

Anggamn Pendapatan Belanja Daerah lkbuPaten

Eengacu pada ketentuan dan aturan yang bcrlaku.

(2) Dana premi PPJKPM yang berasal da:'i dana klairn

Pemberi Felayanan K6ehatan PFJKPM bukan

merupakan Pendapat n Asli daerah (PAD)

Ikbupat€n-
(3) Dana premi PPJKPM yang dinaksud pada ayat (3)

adalah merupakan dana bantuan sosial.

PARAi trOOiDIMsI
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Bsaiart Kedua

Pengelolaan Keuangan

Pasd 35

Pengelolaan keuangan PPfl<PM dilaksanakan oleh tim
pengelola PPJKPM bukan oleh pihak ketiga atau

asrrransi kesehatan,

Bagian KetiSa

Slrarat Pengajuan Klaim

Pasal 36

(U Syarat untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar

(Puskesmas dan jejaringnya) :

a. mengirimlan dokumen klaim yang berisi

r€kapihrlssi laporan pelayanan beik pelayanan

,t,tarr' wilayah maupun lintas wil,ayah sesuai

dengan blanko pelaporan PPJKPM beserta

lampiranaya yang diajukan setiap tanggal 22;

b. rekapitulasi laporan sebagaimana dirnotcsud

pada huruf a ditandatangani oleh Kepala

Puskesmas;

c. dokumen klaim pelayaffn lintas q,ilayah dibuat

secara tcrpisah;

d. dokumen ktzirn dad jejaring puskesmas

ditujukan ke Puskesmas yang bertanggungiawab

di wilayahnya; darr

e, dokumen klaim yang berasal dari scmua fasilitas

pel,ayaian kesehatan dasar baik dari Puskesmas

dan jejaringnva dikirimkan ke tim vcrifrkasi

Dinas Kesehatan.

(2) Syerat untuk fasilitas pclayanan Rumah Sakit l(elag

D Eaupurt Rumah Sakit Kelas C :

a- mengirimkan dokumen klaim yang berisi

rekapitulasi laporan pelayanan baik pelayanan

dalam wilrvah maupun linta3 wilayah scauai

dengan blanko pelaporan beserta lampirannya

yang diajukan setiap tanggal 20;



b. rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud

pada huruf a ditandatangani oleh direktur

Rumah Sakit;

c. dokumen klaim pelayanan lintas wilayah dibuat

secsra terpisah;

d. dokumen klaim tersebut tslah diverifikasi oleh

verifikator Rumah Sakit dengan klaim dana

berdasarkan hari rawat pa.sien dan konsep/paket

hrdorcsir: Diagartic Relatd @ot4, vthrk Runatl

Sakit KeLas D maupun Rumah Sfit Kelas C; dan

e. tim pengelola Kabupaten di Dinae Kesehatan

menverifikasi berkas klaim.

(3) Syarat untuk ftumah Sakit Keias B :

a. mengirimkan dokumen Llcirn yang berisi

rekapitr:lasi Laporan pelayanan sesuai dengan

blanko pelaporan bes€rta lampirannya yang

diajukan setiap tanggal 20;

b. rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud

pada huruf a ditandatsngani oleh direktur

Rumah Sakit;

c. dokumen klaim tenebut tel,ah oleh verifikator

Rumah Sakit dengan klaim dana berdasarkan

hari rawat pasien dan konsep/paket indanesia

iliaq stic rclatd girwp yang sesuai dengan

kelas Rumah Sakit yang bersangkutan; dan

d. dokumen klaim ditujukan ke tim verifikator
jaminan PPJKPM di Dinae Kesehatan.

Bagian Keempat

Proses Pencairan Nlaim

Pasal 37

(U Setiap dokumen klaim yang diajukan akan

diverifrkasi tertebih dahulu oleh tim verilikator

PPJKPM di Dinas Kesehatan yang meliputi :

a- pengecekan kebenaran dokumen indentitas

I)eserta;
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b. pengecekan administrasi untuk kasus rujukan

(surat rujukan dari fasilitas kesehatan l.ang
merujuk, surat pengantar dari kepala Dinas

Kesehatan);

c. untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar

dilekukaq pengecekan kebenaran Patet
pelayenan yang dihubungkan antara keluhart,

diagnotis, tindakan yang dilakukan dan terapi

yang dibcrikan serta nomor karcis; dan

d. untuk fasilitas pelayanan rujukan dilakukart

pengecekan kebenaran besar tarif sesuai dengan

paket diagnosis yang diatur doJe'J: hdonpsia

Aa$ostic Relard @oup dan lama trrrawatan
pasien.

(2) Setelah divefrkasi akan dieahkan oleh ketua

sekretariat untuk setuju bayar dengan jumlah dana

yang sBuai dengBn kfaim yang dinyatakan sah,

(3) Klaim dibayar oleh bendahara di Dinas lGsehatan

melalui rekening di Ban-k sums€l paling lambat

dalam 30 (tig! puluh) hari.

(4) Fa8ilitas pelryanan keschatan yang mempunyai

hubungan kerjasama dengan pihak ketiga

melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai

dengan jtmlah klain yang dinyatakan sah.

(5) Alur pelaporan klairn dan pencairan danapelryanan

keeehatar PPJKPM adalah sebagaimana tacantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Palal 38

Fencairan dana menjadi batal apabila :

a. dokumen klaim belum dinyatakan diterima oleh tim

verifrkator di Dinas Kesehatan; dan

b. dokumen kl4il. ddak lcngkap dan tidak eesuai

dengEn persyaratsn yang telah diatur dalsm sistem

PPJKPM.
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BaAian Kelima

Femanfaatan Dana Klaim

Pasal 39

Pemanfaatan dana yang diterima melalui PPJKPM :

a. di fasilitas lesehatatr dasar {Puskesrnas

dan jejaringnya) :

1. Puskesmas membuat Plut of Adion (PoA) yang

dibahas dan disepakati dalam forum mini

lokakarya lalu disetqiui oleh kepala puskesmas

scsuai dcngan ketentuan yang berlaku;

dana dimanfaatkan untuk pcLayanan kesehatan

dasar yang meliputi pelayanan di dalam dan

diluar gedung jasa pelayanan kesehatan,

transportasi petugas, biaya rawat inaP,

penanganan komplikasi kebidanan den neonatal

di Puskesmas Pelayanan Obstetetri Neonatal

Emergensi Komperhensip, traNportasi pehrgas

pendamping untuk rujukan, biaya pertolongan

normal dan pelayanan nifas

kunjungan neonates;

pemsrfaatan dana klairn pada pelayanan dasar

Rawat Jalan Tingkat Mama sesuai dengan

lrcdoman pelaksanaan PPJKPM, dengan

ketentuan maksirncl 6O7o (enam puluh perscn)

dapat diguna&an untuk jasa Flayanan, 40%

(empat puluh persenldapat digunakan untuk
pelayanan dalsm dan luar gedung termasuk

kegiatan pomotif dan preventif;

pemanfaatan dana klaim pada Flayanan
kesehstan dasar Rawat Inap Tingkat Mama
untuk jasa pelayanan makeimal 60% (enam

puluh persen), den 4@/o (empat puluh perscn)

dapat digunakan unh.tk Fl,ayanan dalam dan

luar gedung; dsn
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5. dana operasional dafam dan luar gedung

aianggartran melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupat€n diluar dana PPJKPM.

di semua pela5ranan rujukan :

Peman aatan dana sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan di masing-masing fasilitas pclayanan

rujutan antara l,ain : jasa pelayanan, pemenuhan

kebutuhan bahan medis habis pakai, dana

operasional, pcmeliharaan, obeq dsrah dan

kebutuhan administrasi pcndukung lainnya; dan

di tim pengelola Kabupaten :

Tim Pengelola l(abupaten harus menganggarkan

biaya operasional penunjang tersendiri, scsuai

dengan ketentuan yang berlaku.

BAB D(

PENGORGANISASlAN

Pasal 40

Pengorganisasian tim koordinasi dan tim pengel,ola

PPJKPM dibcntuk sesuai dengan kondisi, kebutuhan

dsn peraturan penmdang-undangan,

BAB X
MOMTORING DAN EVALUASI

Pasal 41

(1) Monitorning dan evaluasi rliloltr'Lqn oleb tim
pengelola Kabupaten.

(2) Kcgiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sccara

terjadwal dan terus menerua dengan melibetkan ti",
pengawasan intfmd dan eksternal, masyarakat,

serta swasta scsuai dengan kompctensi masinS-

masing.

PIRIT TOORDIN^8I
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BABxI
TETENTUAN FEMJTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulEi bcrl,aku pada tanggal

dlundangkan,

ASar aetiap orang dapat

memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini
dengart F,enempatannlE dala6 Bcrita Daerah Kebupqtrn

Musi Rasas-

Ditetapkan di Musi Rawag
pada tanggal 23 Wwr}{r 2Ol9

-l-\
PRISKODESI

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal 23 bj/r},/bet 2ol9
SEKREIARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

BERTTA DAERAH I(ABUPATEN MT.ISI RAqTAS TAHUN 2OI9 NOMOR I.L9

3l



IAMPIRAN PERATT'RAN BT'PATI MUSI RAU'AS

NoMoR : ll9 TAHUN 2ol9
TENTANG : PEDOMAN

PENYELENGGARAAN

PENDAMPINGAN

JAMINAN I{ESEHATAN

PENDI,'DUK MISKIN

AIIJR PEIAPORAN KIAIM DAN PENCAIRAI{ DANA PEI,AYANAN

KESEHATAN PPJKPM MUSI RAWAS

Bidan
noekcrdcs/jejcing

hrskaaoas

<-...----------. PuskeEnas
peraDggurlS

jawab x,na'ah

Tim Voifikator di
Diaaa Kcschet n

Rroah Sakit
Kelas C

Rumah Sakit
Kqlas B

II

Tito Vc8ifikator di
Ditras lG8ehata!

Xabupst@


